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Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Pembiayaan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud di atas dapat juga
diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

Tujuan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
adalah menjamin tersedianya pendanaan dalam penyelenggaraan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam rangka mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
peraturan perundang-undangan yang diamanatkannya dalam rangka
pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Selanjutnya, untuk mewujudkan dan mengimplementasikan Peraturan
Pemerintah ini harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-
undangan yang telah ada antara lain Undang-Undang tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang
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tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang pada dasarnya untuk mengintegrasikan dan sinkronisasi dalam
pelaksanaannya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
kabupaten/kota.

Kebijakan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
mengatur Pembiayaan pada keseluruhan sistem dan proses Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi: perencanaan dan
penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan,
pengendalian, pengawasan, sistem informasi, serta perlindungan dan
pemberdayaan Petani. Untuk memenuhi Pembiayaan sistem dan proses
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, ada 3 (tiga) hal
utama yang perlu diatur dalam kebijakan Pembiayaan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu: (i) kegiatan-kegiatan yang perlu
dibiayai terkait dengan perencanaan dan penetapan, pengembangan,
penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem
informasi, serta perlindungan dan pemberdayaan Petani, yang merupakan
bagian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (ii) sumber-
sumber dan bentuk Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota terhadap kegiatan-kegiatan
yang perlu dibiayai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan (iii) penyelenggaraan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
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Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengalihan fungsi
pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian

Berkelanjutan” antara lain
pembangunan/perbaikan infrastruktur
pertanian, dan ganti rugi kepemilikan lahan.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
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